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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap perlindungan upah dan 

waktu kerja bagi Pekerja Rumah Tangga lulusan sekolah PRT Rumpun Tjoet 

Njak Dien, yaitu terjadi pelanggaran terhadap upah yang diberikan tidak 

sesuai dengan ketentuan mengenai Upah Minimum yaitu sebesar Rp 

808.000,00 (delapan ratus delapan ribu rupiah), pendapatan para pekerja 

pemula per bulan berkisar antara Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) 

sampai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Pengaturan mengenai upah 

yang dijalankan antara Pemberi Kerja dan Pekerja Rumah Tangga didasarkan 

pada kesepakatan kedua belah pihak, dan bukan didasarkan pada Upah 

Minimum Provinsi, sehingga hubungan kerja mereka kurang tepat jika 

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Maka peraturan perundang-undangan yang berupa 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2010 

tentang Pekerja Rumah Tangga dan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta 

Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga seharusnya diperjelas 

mengenai aturan pengupahannya, atau bisa juga menjadi tugas pembuat 

perundang-undangan untuk menyempurnakan peraturan hukum mengenai 

hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja Rumah Tangga. Hal ini 

dikarenakan masih ada mindset bahwa pekerjaan menjadi Pekerja Rumah 

Tangga masih merupakan pekerjaan rendahan, dan pekerjaan sebagai pekerja 
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rumah tangga adalah pekerjaan informal, sedangkan pelaksanaan perjanjian 

kerja yang dibuat Pekerja Rumah Tangga dengan Pemberi Kerja telah 

dilaksanakan dengan baik, hak istirahat dan hak berkumpul, berserikat, dan 

berorganisasi telah dilaksanakan dengan baik tanpa melupakan tugas dan 

kewajiban dari Pekerja Rumah Tangga tersebut. 

B. Saran 

1. Ditetapkan pengaturan mengenai upah bagi pekerja rumah tangga 

agar upah yang diberikan tidak terpaut jauh dari Upah Minimum 

Provinsi. 

2. Ditunjuk dengan jelas organ pemerintahan yang melaksanakan 

fungsi pengawasan hubungan kerja antara Pekerja Rumah Tangga 

dan Pemberi Kerja untuk menghindari terjadinya ketimpangan atau 

ketidakadilan  dalam hubungan tersebut, sehingga pekerjaan 

sebagai Pekerja Rumah Tangga tidak lagi dianggap sebagai 

pekerjaan rendahan dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. 

3. Dibentuk produk hukum yang mengatur secara tegas mengenai 

hubungan kerja antara Pekerja Rumah Tangga dan Pemberi Kerja 

yang juga mengatur sanksi agar masyarakat juga semakin 

menghormati pekerjaan sebagai Pekerja Rumah Tangga. 

4. Agen penyalur Pekerja Rumah Tangga mewajibkan menggunakan 

perjanjian kerja antara Pekerja Rumah Tangga dan Pemberi Kerja 

agar hak dan kewajiban masing-masing pihak jelas dan dapat 

dilaksanakan dengan baik. 
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Draft KONTRAK KERJA WAKTU TERTENTU 
PRT – PENGGUNA JASA 

 
==========================================================================
  
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
 
1. Nama (L)  :   
    Pekerjaan  :   
    Usia  :   
    Nama (P)  :   
    Pekerjaan  :   
    Usia  :   
    Alamat   :   

    
Bertindak atas nama diri sendiri sebagai PEMBERI KERJA yang selanjutnya disebut sebagai 
PIHAK PERTAMA. 

 
2.  Nama  : . 

Usia  :   
Wali/Orangtua :   

    Alamat  :   
 
Bertindak sebagai atas nama sendirit sebagai Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disebut 
sebagai PIHAK KEDUA. 
 
Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk menjalin hubungan kerja dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
 

Pasal 1 
KETENTUAN UMUM 

 
1. Kontrak kerja ini berlaku selama  bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kerja ini yaitu 

tanggal  09 Juni 2011 sampai dengan tanggal 09 Januari  2012 dan dapat diperpanjang sesuai 
dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan membuat kontrak kerja baru.  

 
2. Kontrak kerja ini berlaku dengan masa penyesuaian selama 1 bulan 
 
3. Apabila dalam masa kontrak kerja PIHAK KEDUA berhenti atas kemauan sendiri, maka: 
 

a. PIHAK KEDUA wajib memberitahukan dahulu paling lambat 2 (dua) minggu sebelum 
tanggal pengunduran diri 

b. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan upah/kompensasi berdasarkan perhitungan 
lamanya waktu bekerja dan biaya transport 

 
4. Apabila dalam masa kontrak kerja PIHAK PERTAMA memberhentikan PIHAK KEDUA secara 

sepihak tanpa alasan yang bisa dibenarkan secara hukum, maka :  
a. PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan paling lambat 2 minggu sebelum tanggal 

pemberhentian 
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b. PIHAK PERTAMA wajib membayarkan gaji bulan terakhir, uang transport dan  pesangon 
sebesar 1 bulan gaji untuk masa kerja sampai dengan 6 bulan dan 3 bulan gaji untuk 
masa kerja di atas 6 bulan 

 
5. Apabila dalam masa kontrak kerja PIHAK PERTAMA memberhentikan PIHAK KEDUA karena 

adanya pelanggaran kontrak kerja atau tindakan kriminal  maka PIHAK PERTAMA hanya 
membayarkan gaji bulan terakhir  

 
6.     Kontrak kerja ini akan berakhir dengan sendirinya sesuai dengan batas waktu yang tercantum 

dalam pasal 1 butir 1 perjanjian ini dengan tanpa resiko apapun 
 
7.    Apabila kontrak kerja ini akan berakhir maka PIHAK PERTAMA memberitahukan   kepada 

PIHAK KEDUA mengenai ada atau tidaknya perpanjangan kontrak kerja ini 2 (dua) minggu 
sebelum berakhirnya kontrak kerja ini.  

 
 

Pasal 2 
HAK DAN KEWAJIBAN 

 
1. Selama dalam masa kontrak kerja PIHAK KEDUA berhak  : 

a. Menerima upah kerja minimal Rp 650.000,- setiap bulan yang dibayarkan selambat-
lambatnya setiap tanggal  10 per bulan. 

b. Menerima kenaikan upah sebesar 10% dari upah bulanan yaitu sebesar Rp 65.000,- pada 
6 (enam)   bulan  pertama Kontrak Kerja pertama kali, dan kemudian kenaikan berikutnya 
pada setiap tahun dari awal Kontrak Kerja pertama kali. 

c. Mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dengan penghitungan n bulan / 12 (per tahun)  
x 1 bulan gaji  

d. Mendapatkan cuti hari raya selama 10 hari per tahun. 
e. Mendapatkan cuti haid  
f. Mendapatkan fasilitas makan yang layak 3 kali sehari, tempat tidur/istirahat dan peralatan 

mandi. 
g. Mendapatkan jaminan kesehatan – pengobatan 
h. Mendapatkan libur kerja 1 (satu) hari dalam seminggu 
i. Mendapatkan waktu istirahat yang cukup 
j. Mendapatkan kebebasan dalam berorganisasi dan bersosialisasi. 
k. Mendapatkan kebebasan berekspresi dan beribadah 
l. Terbebas dari segala bentuk kekerasan, penindasan dan eksploitasi. 

   
2. Apabila PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA pada hari libur maka PIHAK 

KEDUA berhak mendapatkan uang pengganti libur sebesar Rp. 40.000,-  (Empat Puluh Ribu 
Rupiah) untuk setiap satu hari libur.   

 
3. Selama dalam masa kontrak kerja PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan tugas-

tugas/pekerjaan sebagaimana dalam uraian tugas terlampir, dengan baik dan 
bertanggungjawab  

 
4. Selama dalam masa kontrak kerja PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA berkewajiban :  

a. Saling  bersikap jujur, disiplin dan bertanggungjawab 
b. Saling bersikap dan berperilaku sopan dan saling menghargai 
c. Mentaati kesepakatan-kesepakatan dalam kontrak kerja    
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Pasal 3 
KETENTUAN TAMBAHAN 

 
1. Apabila kedua belah pihak melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan 

sebagaimana diatur dalam kontrak kerja ini maka akan diselesaikan secara musyawarah 
kekeluargaan dengan melibat MEDIATOR yang disepakati oleh para pihak. 

2. Apabila jalan musyawarah kekeluargaan tidak bisa dilakukan, maka penyelesaian masalah 
akan ditempuh melalui jalur hukum.    

 
 
 
 
Demikian kontrak kerja ini dibuat dengan sungguh-sungguh dalam keadaan sadar dan tanpa ada 
tekanan dan paksaan dari pihak manapun. 
 
Kontrak kerja ini disetujui dan ditandatangani 
Di Yogyakarta tanggal 09 Juni 2011 
        
 
PIHAK PERTAMA                                    PIHAK KEDUA 

 
 

 
 ___________________            ___________________                         
Pemberi Kerja                 Orang Tua/Wali PRT 

SAKSI 
 
 
 

                  (  ________________ )     
     RTND/RT/RW/Dukuh 
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Lampiran Uraian Tugas/ Pekerjaan 

 
URAIAN TUGAS/ PEKERJAAN 

PRT KERUMAHTANGGAAN 
 

1. Belanja dan memasak  
2. Menyiapkan dan membersihkan peralatan memasak 
3. Menyiapkan dan membersihkan peralatan makan dan minum 
4. Mencuci dan menyetrika pakaian 
5. Membersihkan kamar,ruangan dan halaman 
6. Membersihkan peralatan  / perabot rumah tangga. 

 
 

URAIAN TUGAS/ PEKERJAAN 
PRT BABY SITTER 

 
1. Menyiapkan peralatan dan memandikan bayi/ anak. 
2. Menyiapkan dan mengganti pakaian bayi/ anak 
3. Menyiapkan dan memberikan makan dan minum bayi/ anak 
4. Membersihkan kamar dan pakaian bayi/ anak 
5. Menemani/ menjaga/ mengajak bayi/ anak bermain dan belajar 

 
 

 
URAIAN TUGAS/ PEKERJAAN 

PRT PRAMURUKTI 
 

1. Menyiapkan dan memandikan pasien 
2. Menyiapkan ( cuci serta  setrika) dan menggantikan pakaian pasien 
3. Menyiapkan (memasakkan) dan memberikan makan dan minum 
4. Membantu pasien bergerak/ berjalan 
5. Menemani pasien bersantai atau bercerita 
6. Menyiapkan dan membantu pasien buang air besar/ kecil 
7. Membersihkan ruangan/ tempat tidur pasien 
8. Menyiapkan obat pasien 
9. Membantu mengatasi keluhan-keluhan ringan 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




